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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PERKAWINAN TURUN BANGSE DI 

TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN 

KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA BAYAN) 

Oleh 

LALU DESTHA RADEA ANJARWADI 

NIM : 616110145 

 

 Praktek adat Turun Bangse terjadi dikarenakan adanya pernikahan antara 

perempuan dengan laki-laki non bangsawan dimana mereka melangsungkan 

pernikahan karena saling mencintai antar sesama pasangan. Adat Turun Bangse 

ketika peremuan bangsawan yang menikahi laki-laki biasa atau yang disebut lelaki 

Jajar Karang, dan menyebabkan keturunan perempuan bangsawan dengan lelaki 

Jajar Karang tersebut kehilangan kebangsawannya. Kagiatan adat Turun Bangse 

dilakukan dua tahapan yaitu pra pelaksanaan dimana masyarakat melakukan 

musyawarah dan Mensilak terlebih dahulu. Kemudian baru dilaksanakannya 

pelaksanaan adat Turun Bangse tersebut yang dirangkai dengan proses pengeluaran 

kerbau, kain putih, tombak  Kepeng Bolong, dan seekor ayam yang diambil darahnya 

menjadi simbol pensucian pada perempuan bangsawan tersebut. Namun acara Gawe 

(pesta) akan dilaksanakan jika laki-laki Jajar Karang tersebut mampu membayar 

Dedosan (denda). Mereka masih melaksanakan adat Turun Bangse ini dikarenakan 

beberapa alasan yaitu, untuk mempererat hubungan kekerabatan,  menjaga keturunan 

agar lebih baik, dan adat nenek moyang yang sudah ada sejak dulu tetap bisa 

dilestarian dan dilaksanakan. 

 Dalam tinjauan yirudis terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 

Kompilasi Hukum Islam terdapat pro dan kontra pada tradisi perkawinan dengan cara 

Turun Bangse ini, namun adanya pro dan kontra tersebut tidak membatasi eksistensi 

tradisi ini dalam kehidupan masyarakat, karena dibuktikan sampai sekarang adat 

tersebut masih berlaku dan tidak ada upaya dari masyarakat untuk 

menghilangkannya.  

 

Kata Kunci : Perkawinan, Turun Bangse 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Turun Bangse merupakan salah satu dari adat atau kebiasaan yang sudah ada 

sejak lama pada masyarakat Bayan dan dilakukan oleh masyarakat Bayan sebagai 

upaya untuk mempertahankan adat yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang 

pada zaman dahulu. Turun Bangse merupakan adat yang apabila perempuan 

bangsawan menikah dengan laki-laki dari kalangan orang biasa atau Jajar 

Karang, maka keturunan perempuan tersebut akan hilang kebangsawanananya 

atau yang disebut dengan Turun Bangse.1 Apabila perempuan bangsawan di Desa 

Bayan menikah dengan  laki-laki Jajar Karang, maka laki-laki tersebut akan 

dibebankan dengan denda yang cukup berat karena sudah menikahi perempuan 

yang tingkat strata kebangsawanannya berbeda. 

Adapun denda yang dibebankan berupa sebelas ekor kerbau yang maknanya 

menyambung tali silaturahim antara kedua keluarga tersebut dan kerbau ini 

nantinya akan disembelih di rumah keluarga wanita kemudian memasaknya 

secara bersamaan dengan keluarga pria tersebut, tombak 40 batang maknanya 

agar perempuan tersebut terjaga dari gangguan apapun, dan kain putih 1,5 meter 

sebanyak 40 potong yang melambangkan janji sehidup semati serta Kepeng 

Bolong sebanyak Seganteng Lombok yang apabila dihitung dengan mata uang 

sekarang jadi sebesar 45 juta rupiah yang diberikan kepada keluarga kerajaan, 

 
1Lalu Hanan, Rarang, 05 November 2019. 
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sedangkan untuk keluarga bangsawan pada umumnya diberikan sebanyak 4 

batang tombak, 4 potong kain putih, 1 ekor kerbau, 6000 kepeng bolong dan 

seekor ayam yang darahnya digunakan sebagai simbol kesucian perempuan 

bangsawan.2 

Karena di Desa Bayan tidak menyetujui apabila ada perempuan bangsawan 

yang menikah dengan laki-laki dari kalangan masyarakat non bangsawan 

sehingga perempuan bangsawan yang menikah dengan laki-laki dari kalangan 

masyarakat non bangsawan maka perempuan tersebut akan hilang 

kebangsawanannya atau yang disebut dengan Turun Bangse. 

Pembayaran Dedosan tersebut merupkan denda kepada laki-laki dari kalangan 

non bangsawan karena sudah menikahi perempuan dari kalangan bangsawan, dan 

perempuan tersebut akan hilang kebangsawannya atau disebut dengan Turun 

Bangse. 

Apabila mereka melanggar adat yang sudah ditentukan oleh masyarakat 

Bayan maka perempuan yang menikah dengan laki-laki Jajar Karang tersebut 

tidak boleh melakukan gawe ( pesta ) perkawinan di Kampung Adat yang sudah 

disiapkan di Desa Bayan, dan mereka juga tidak dibolehkan untuk Nyongkolan ke 

rumah perempuan tersebut. Berbeda halnya dengan perempuan yang menikah 

dengan laki-laki jajar karang dan menyanggupi pembayaran denda tersebut, maka 

mereka boleh mengadakan gawe ( pesta ) perkawinan di Kampung Adat yang 

 
2 Lalu Hanan, Rarrang, 05 November 2019. 
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sudah di tentukan dan mereka boleh mengadakan Nyongkolan ke rumah 

perempuan yang dinikahinya tersebut. 

Dengan demikian, peneliti sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini 

sebagai judul Skripsi dengan tema ”Tinjauan Yuridis Penerapan Perkawinan 

Turun Bangse di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 

Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Bayan)”.   
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

merumuskan beberapa permasalahan yang dijadikan sebagai fokus penelitian 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah praktek perkawinan adat Turun Bangse di Desa Bayan 

Kecamatan Bayan Lombok Utara ? 

2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 

Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan Turun Bangse di Desa 

Bayan Lombok Utara? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari fokus penelitian diatas maka tujuan penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui praktek perkawinan adat Turun Bangse di Desa Bayan 

Kecamatan Bayan  Lombok Utara. 

2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 

Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan Turun Bangsse di Desa 

Bayan Lombok Utara.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dan juga tujuan penelitian diatas adapun 
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manfaat penelitian adalah : 

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan 

kontribusi positif dalam rangka pembangunan dan pengembangan 

khazanah keilmuan bagi pembaca umum dan mahasiswa fakultas hukum 

khususnya tentang perkawinan Turun Bangse. 

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan analisa dan pertimbangan tambahan umumnya  bagi pemerintah dan 

para penegak hukum dalam penentuan kebijakan dan keputusan yang 

berkaitan dengan persoalan norma adat yang hidup dan berkembang di 

masyarakat.  

3. Secara Akademis, untuk memenuhi persyaratan mencapai strata satu (S1) 

program studi Ilmu Hukum dan Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Mataram. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi guna mendapat hasil 

penelitian yang komprehensi f dalam kajian keilmuan yang sama.   
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Umum Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

a. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Fiqih 

1). Pernikahan menurut Mazhab Hanafiah, pernikahan adalah akad 

yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan 

sengaja.3 

2). Pernikahan menurut Mazhab Asy-Syafi’iyah, pernikahan adalah 

akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan Watha’ 

dengan Lafadz nikah atau Tazwij atau yang satu makna dengan 

keduanya.4 

 3). Pernikahan menurut Mazhab Malikiyah, pernikahan adalah 

akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk 

membolehkan Watha’, bersenang-senang dan menikmati apa 

yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya.5 

4). Pernikahan menurut Mazhab Hambaliyah, pernikahan adalah 

akad dengan mempergunakan Lafadz atau Tazwij guna 

memperboleh manfaat, bersenang-senang dengan wanita.6 

 
3 Abd Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2014, hal 210. 
4 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, Jakarta: Kencana, 2008, hal. 88. 
5 Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2014, hal. 207. 
6 Djamaan Nur, Fiqh Munakaha, Semarang: Penebit Dina Utama Semarang, 1993, hal. 3. 
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Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengertian perkawinan sama 

dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari 

kata “kawin” yang berarti “nikah”.7 

Kata nikah atau Ziwaj adalah bahasa Arab yang dalam bahasa 

Indonesia diartikan “kawin”.8 Dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa 

perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai 

pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, 

damai, tentram dan kekal. Sebagaimana dalam firman Allah SWT 

al-Qur’an : 

مْْ كُ سِ فُ  ْ ن اْ أَ جً زْوَا واْ أَ نُ كُ سْ تَ اْ لِ هَ  ْ ي لَ نْْ  إِ قَْ أَ لَ مْْ خَ كُ نْْ لَ نْْ  مِ هِْ وَمِ تِ   آيََ
ۚ  وَرَحَْْةًْ  نْ   كَْ فِْ إِ لِ ت ْ ذَٰ يََ وْمْ  لََ قَ لِ رُونَ ك  فَ  َ ت  َ لَْ ي عَ مْْ وَجَ كُ نَ  ْ ي  َ ةًْ ب وَد    مَ

 
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, 

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

berpikir”.9 
Perkawinan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan 

mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak lepas dari ketentuan-

ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Melalui perkawinan, 

Allah memberi banyak keindahan dan kemuliaan. Sehingga tidak 

 
7 Tim Penyususn Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2012, hal. 17. 
8 Junaidi.-Dedi, Bimbingan Perkawinan : Membangun keluarga sakinah menurut al-Quran 

dan As-Sunnah, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010, hal. 14. 
9 Ar-Rum (30) : 21 Tim Penyusun Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, 

Bandung : CV Penerbit J-ART , 2005, hal. 50.  
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seharusnya laki–laki atau perempuan yang hendak menikah terikat 

oleh norma adat sehingga menunda-nunda terjadinya perkawinan. 

Meskipun perkawinan semata-mata tidak hanya berkaitan dengan 

kepatuhan agama,  tetapi juga menyentuh persoalan adat, tentu hal 

demikian tidak diharapkan jika keluarga melarang terjadinya 

perkawinan bagi seseorang yang sudah mempunyai keinginan untuk 

menikah.10 

b. Perkawinan Dalam Hukum Positif di Indonesia  

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tetang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan  

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan  

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pertimbangan dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 

Tentang Perkawinan adalah: 

a.  Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang 

sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 

 
10 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media Group, 2003, hal. 103. 

https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
b. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif 

bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak 

terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak 

pendidikan, dan hak sosial anak; 

c.  Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu 

melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan; 

e.  Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang 

berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

f.  Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak 

pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 

sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut 

memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak 

wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Pelindungan Anakdidefinisikan bahwa anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang 

masih dalam kandungan. 

g. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang 

salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan 

tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria 

dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan 

hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik 

yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik 

maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, 

yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan 

alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan 

diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan 

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara 

https://www.jogloabang.com/pustaka/undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-dalam-satu-naskah
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak
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pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam 

konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana 

dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga 

telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan 

pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat 

(2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan 

bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum 

wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena 

hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi 

memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan 

terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

h. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan 

perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan 

batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas 

minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan 

batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan 

belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa 

raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat 

mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. 

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 

(enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan 

laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian 

ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak 

sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk 

pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap 

pendidikan setinggi mungkin. 

 

c. Perkawinan Menurut Hukum Adat 

Definisi Perkawinan Menurut Hukum Adat Perkawinan adalah 

salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan 

masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua 

mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-

saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum 

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan
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adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi 

mereka yang masih hidup saja. Tetapi perkawinan juga merupakan 

peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat 

perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah 

pihak.11 

Memulang berasal dari kata Paulag atau Maulag yang berarti 

“perubahan”. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata Paulaq 

atau Maulaq yang berarti “melarikan“. Berarti ada proses dimana 

seseorang melakukan perbuatan melarikan sesuatu, hanya saja 

dalam konteks ini Memulang berarti seorang laki-laki melarikan 

seorang perempuan untuk dinikahi. Seperti halnya pada suku 

bangsa lainnya, suku sasak secara umum juga mengenal stratifikasi 

atau pelapisan sosial, yang di kenal dengan istilah bangsa atau 

bangse. Pada dasarnya, tidak terdapat perbedaan tampilan yang 

mencolok antara golongan bangsawan dan rakyat dikalangan suku 

sasak, kecuali pada panggilan, gelar, dan sedikit hak-hak istimewa 

yang melekat. Selebihnya antara kaum bangsawan dan rakyat 

membaur dalam pergaulan sehari-hari, saling menghormati satu 

sama lain tanpa aneka simbol-simbol pemisah yang kaku.12 

 
11 Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refika Aditama, 

2010, hal. 13. 
12 Imam Safwan dkk, Memulang, Dinas Kebudayaan Lombok Utara, 2013, hal. 10. 
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Pelampiasan sosial di kalangan bangsa sasak secara umum 

pada intinya terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan Menak, 

golongan Peruangse, dan golongan Jajar Karang. Akan tetapi 

karena masalah perkawinan yang berlangsung antara perempuan 

dari Menak Tinggi (bangsawan yang paling tinggi derajatnya) 

dengan golongan di bawahnya dapat memunculkan golongan 

Menak menengah (Jajar Karang). Bisa pula penurunan golongan 

terjadi karena melakukan pelanggaran-pelanggaran yang di tabukan 

secara adat yang di sebut Susut atau Turun Bangse. 

Dalam masyarakat sasak Lombok Utara, pembagian strata 

sosial itu juga ada. Maka, sebelum masuk pada prosesi Memulang, 

sebaiknya kita mengenal dulu strata sosial dalam masyarakat adat 

Wet (wilayah) Bayan. Hal ini tak bisa dipisahkan dari kenyataan 

bahwa di masa lalu sistem strata berlaku bersamaan dengan di 

terapkannya sistem Feodal. 

Disamping itu strata sosial ini menjadi pembeda, terutama 

dalam jumlah Ajikrama yang akan diserahkan. 

Di wet (wilayah) Bayan hanya dikenal dua tingkatan strata 

sosial yakni Raden dan Jajar Karang. Raden adalah keturunan 

bangsawan sedang Jajar Karang adalah kalangan biasa. Di Wet 
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(wilayah) Sokong dikenal empat tingkatan strata sosial yakni Datu, 

Raden, Lumput dan perjaka.13 

B. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan 

1. Menurut Hukum Islam  

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah 

dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk 

dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki-

laki / perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu 

sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk solat, atau 

menurut Islam, calon pengantin laki-laki / perempuan itu harus 

beragama Islam. Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan 

itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai 

suami istri.14 Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi 

rukun dan syarat. Adapun rukun dan syarat perkawinan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

 
13 Imam Safwan dkk, Memulang Dinas Kebudayaan Lombok Utara, 2013, hal. 11. 

14 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2012, 

cet.ke-5, hal. 22. 
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a.   Rukun Perkawinan 

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari:  

1) Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan 

perkawinan. 

2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan. Akad 

nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali yang akan 

mengawinkannya. 

3) Adanya dua orang saksi. Akad nikah akan sah apabila dua 

orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. 

4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali 

dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki- 

laki.15 

b. Syarat Sahnya Perkawinan 

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya 

perkawinan itu ada dua yaitu sebagai berikut: 

1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki 

yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuannya i/tu bukan 

merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram 

dinikahi karena sementara maupun untuk selamanya. 

 
15 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2012, 

cet.ke-5, hal. 23. 
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2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.16 

2. Menurut Hukum Adat 

    Sahnya perkawinan menurut hukum adat pada masyarakat pada 

umumnya tergantung pada agama yang di anut masyarakat adat yang 

bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan dengan tatatertib 

agamanya makan perkawinan itu telah sah seacara adat. Perkawinan 

menurut hukum adat perkawinan adalah sah apabila di lakukan 

menurut agama dan kepercayaannya.17 

C. Hukum Perkawinan 

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan 

juga oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan allah dalam al-Qura’an untuk 

melaksanakan perkawinan.18 Di antaranya firman-nya dalam surat al-

Nur ayat 32: 

ْ  ۚ مْْ   كُ ئِ ا مَ إِ واْ وَ حُ كِ نْ ىَْٰ وَأَ مَ لَْْيََ مْْ ا كُ نْ الِِِيَْ مِ نْْ وَالص  مْْ مِ ادِكُ بَ  عِ

مْ  ي لِ نْْ عَ واْ إِ ونُ كُ ءَْ يَ رَا قَ  ُ مُْ ف هِ نِ غْ  ُ نْْ اللّ ُْ ي مِ هِ لِ ضْ ۚ   فَ عْ  وَاللّ ُْ   سِ     وَا
 

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara 

kamu,    dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu 

yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha 

 
16 Ibid., hal. 46. 
17 Hilman Hadi Kesuma, Hukum Perkawianan Adat, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2003), hal. 

19 
18 Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern, Jakarta: Kencana Gramedia 

Grup, 2010, hal 83. 
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luas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui”.19 

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang keharusan orang-orang yang 

terdekat (keluarga) untuk membantu perkawinan laki-laki bujang atau 

wanita yang tidak bersuami jika seseorang telah mampu untuk menikah, 

maka pihak keluarganya segera untuk menikahkannya selain untuk 

menghindari kemudaratan, menikah merupakan ibadah. Dengan demikian 

tidak seharusnya masyarakat  adat melaramg terjadinya suatu perkawinan 

yang tidak dilarang oleh syariat Islam. 

Seperti diketahui umum, dalam jenjang daya ikat norma hukum, 

hukum Islam mengenal lima katagori hukum yang lazim dikenal  dengan 

al-Ahkam  al-Khamsah (hukum yang lima), yakni: wajib (harus), sunnah 

(anjuran/dorongan), mubah (kebolehan), makruh (tidak disukai/sebaiknya 

ditinggalkan), dan haram (larangan keras/tidak boleh).20 

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang 

melakukan perkawinan, maka hukum perkawinan berlaku untuk hukum-

hukum syara’ yang lima disebutkan di atas, yakni adakalanya wajib, haram, 

makruh, sunnah, dan adakalanya mubah. Hal senada juga disampaikan oleh 

ulama-ulama Syafi’yah bahwa hukum asala nikah adalah mubah, di samping 

 
19 Q.S an-Nur (24)  : 32. Tim Penyusun Departemen RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, 

Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005, hal. 78. 

20 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005, hal. 91. 
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ada yang sunat, wajib, haram, dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya 

masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan aialah 

mubah, ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama-ulama Syafi’yah.21 

a. Perkawinan Yang Hukumnya Wajib 

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan 

untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina 

seandainya tidak kawin maka hukum melakukan pernikahan bagi orang 

tersebut adalah wajib.22 

b. Perkawinan Yang Hukumnya Sunnah 

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk 

melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak 

dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan 

bagi orang tersebut adalah sunnah.23 

c. Perkawinan Yang Hukumnya Haram 

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak 

mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan 

kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila 

 
21 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, 

cet.ke-5, hal. 18. 
22 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, 

cet.ke-5, hal. 18. 
23 Ibid., hal. 19. 
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melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka 

hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. 

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan itu bila seseorang 

melakukan perkawinan dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, 

masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu 

tidak dapat kawin dengan orang lain.24 Niat seperti ini dapat 

menyakitkan wanita tersebut, dan bagi orang berniat menyakiti wanita 

yang akan dikawinkannya maka haramlah perkawinan itu 

dilangsungkan.25 

d. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Makruh 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melangsungkan 

perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri 

sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya 

tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat 

untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.26 Sehingga 

tidak mampu memberi nafkah kepada keluarganya. 

 

 
24 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, 

cet.ke-5, hal. 20. 
25 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam Kittab Pernikahan, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012, 

hal. 382.  
26 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2012, 

cet.ke-5, hal. 21. 
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e. Melakukan Perkawinan Yang Hukumnya Mubah 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perkawinan, dan apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan 

berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan 

istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi 

kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan 

membina keluarga yang sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi 

orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk nikah itu sama, 

sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan 

perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai 

kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum 

mempunyai kemauan yang kuat. 
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D. Orisinalitas Penelitian 

NAMA DAN TAHUN  

JUDUL  

RUMUSAN 

MASALAH 

 

KESIMPULAN 

Nining Kuswani, pada 

tahun 2003 

Pelaksanaan Perkawinan 

Adat Bima (Telaah Hukum 

Islam dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974)  

Bagaimana proses pelaksanaan 

adat Bima yang lazim ? 

Bagaimana proses perkawinan 

adat Bima menurut Hukum 

Islam dan Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 ? 

Persamaan dengan  peneliti Nining 

Kuswani adalah sama-sama 

membahas mengenai pernikahan. 

Sedangkan perbedaan dengan 

peneliti Nining Kuswani adalah 

dimana dalam  penelitian Nining 

Kuswani meneliti tentang 

pelaksanaan pernikahan adat Bima 

yang lazim, sedangkan saya 

meneliti tentang pernikahan di 

Desa Bayan yang dianggap 
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menyimpang. 

Nur Inayah, pada tahun 

2007 

Ttinjauan Hukum Islam 

Terhadap Kawin Paksa di 

Desa Doromelo 

Kecamatan Manggalewa 

Kabupaten Dompu 

Bagaimana pendapat masyarakat 

setempat tentang kawin paksa di 

Desa Doromelo Kecamatan 

Manggalewa Kabupaten Dompu 

? 

Bagaimana tinjauan Hukum 

Islam terhadap kawin paksa di 

Desa Doromelo Kecamatan 

Manggalewa Kabupaten Dompu 

? 

Persamaan dengan peneliti Nur 

Inayah adalah terletak pada faktor 

yang hampir sama yaitu karena 

faktor kehamilan, dan terdapat 

unsur pemaksaan. Namun yang 

menjadi perbedaanya adalah dilihat 

dari pelaksaan perkawinan tersebut, 

dimana keduanya mempunyai 

praktek yang berbeda-beda, peneliti 

Nur Inayah menggunakan Tinjauan 

Hukum Islam dan saya 

menggunakan Tinjauan Yuridis 

dan Kompilasi Hukum Islam. 
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Hamzanwadi, pada 

tahun 2010 

Tata Cara Pelaksanaan 

Perkawinan Menurut Adat 

Lombok di Kecamatan 

Sakra Lombok Timur 

(Suatu Tinjauan Hukum 

Islam) 

Bagaimana tata cata 

perkawinana menurut Islam, 

bagaimana tata cara perkawinan 

menurut adat Lombok (sasak) di 

kecamatan Sakra ? 

Bagimana pandangan tokoh 

agama tentang tata cara 

perkawinan adat sasak di 

kecamatan Sakra ? 

Persamaan dengan peneliti 

Hamzanwadi adalah antara kedua 

faktor penelitian ini mempunyai 

faktor yang sama, yaitu karena 

sama-sama melakukan pernikahan 

di Lombok, tetapi pelaksanaanya 

berbeda. Pelaksanaan pernikahan 

pada penelitian Hmzanwadi 

dibolehkan menggunakan Kecimol 

ketika nyongkolan, sedangkan pada 

penelitian saya tidak boleh 

menggunakan Kecimol pada saat 

nyongkolan, kecuali Gendang 

Beleq.  
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Zaenal Arifin, pada 

tahun 2018 

Tinjauan Sosiologi Hukum 

Islam Terhadap Praktek 

Nikah Muhallil 

Bagaimana praktek nikah 

muhallil di Desa Tirtanadi 

Kecamatan Labuan Haji 

Kabupaten Lombok Timur? 

Bagaimana perspektif sosiologi 

hukum Islam terhadap praktek 

nikah muhallil di Desa Tirtanadi 

Kecamatan Labuan Haji 

Kabupaten Lombok Timur ? 

Persamaan dengan peneliti Zaenal 

Arifin adalah sama-sama kasus 

penelitian tentangpernikahan yang 

berada pada Kabupaten Lombok 

Timur. Sedangkan perbedaan 

dengan peneliti Zaenal Arifin 

adalah dimana peneliti Zaenal 

Arifin meneliti tentang pernikahan 

yang sudah mengalami talak tiga 

sedangkan saya membahas tentang 

pernikahan yang memiliki 

persyaratan cukup berat. 

 

 



37 

 

 

Lalu Destha Radea 

Anjarwadi, pada tahun 

2020 

Tinjauan Yuridis 

Penerapan Perkawinan 

Turun Bangse Di Tinjau 

Dari Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 

Bagaimana praktek adat Turun 

Bangse dalam perkawinan di 

desa Bayan Kecamatan Bayan 

Kabupaten Lombok Utara ? 

Bagaimana tinjauan yuridis 

Turun Bangse dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 

dan kompilasi hukum Islam 

perkawinan di Desa Bayan ? 

Dalam penelitian ini membahas 

mengenai praktek adat Turun 

Bangse yang ada pada tradisi 

perkawinan di Desa Bayan yang 

dikatakan masih menyimpang, 

dalam penelitian ini akan ditinjau 

dalam Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum 

Islam. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. 

Penelitian hukum normatif empiris adalah mengenai pemberlakuan ketentuan 

hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang atau Kontrak) secara in action 

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.27 

Dikatakan normatif karena penelitian ini mengkaji tentang praktek 

perkawinan adat Bayan dalam perspektif Undang-Undang khusnya Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan 

empiris karena penelitian ini mengkaji secara langsung praktek perkawinan 

adat di Bayan. 

B. Pendekatan Masalah 

1. Pendekatan peraturan Per-Undang-Undangan yaitu dengan menelaah 

semua Undang-Undang dengan regulasi yang bersangkutan dengan isu 

hukum yang sedang diteliti. 

2. Pendekatan kasus yaitu melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan 

dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

C. Sumber Bahan Hukum dan Data 

Jenis bahan hukum dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan 

 
27 M. Natsiir, Metodologi Penelitian, Medan: Galia Indonesia, 1988, hal. 99. 
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antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh 

dari bahan pustaka.28 Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara 

langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden 

dan kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan melalui wawancara dan 

observasi.29 Penelitian skripsi ini dilakukan di Desa Bayan Kecamatan 

Bayan Kabupaten Lombok Utara. 

Bahan hukum primer tentang pernikahan yaitu sebagai berikut : 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) 

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan 

e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam 

 
28 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif  Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 

hal. 24. 
29 Julia Brannen, Memadu Penelitian Kuntitatif dan Kualitatif, Cet. Ke-6. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar Offset, 2015, hal. 165. 
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f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi 

kepustakaan dan mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari bahan 

baku primer, dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.30  

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam 

menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan 

diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil 

penelitian yang berhubungan dengan peraturan pernikahan. 

3. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah: 

a.Kamus besar bahasa Indonesia 

b.Media masa, pendapat sarjana dan ahli hukum, surat kabar, Website, 

buku, dan hasil karya ilmiah para sarjana. 

Selain bahan hukum penelitian ini juga mengumpulkan data 

lapangan dengan langsung penelitian di lapangan.  

 

 
30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, 

hal. 93. 
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D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data 

Prosedur pengumpulan data merupakan tahap yang harus peneliti lakukan 

untuk memperoleh data atau informasi. Dengan demikian, untuk memperoleh 

data yang dibutuhkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa 

metode pengumpulan data diantaranya.31 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan tehnik 

wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 

secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.32 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur 

atau terbuka. Sebab wawancara ini lebih bebas,  mendalam, dan menjadikan 

pedoman wawancara sebagai pedoman umum dan garis-garis besarnya ketika 

peneliti ingin mewawancarai sekaligus memperoleh data tentang Tinjauan 

Yuridis Penerapan Perkawinan Turun Bangse di Tinjau dari UU Nomor 16 

Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi di Desa Bayan). Adapun 

yang akan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data ialah dengan 

mewawancarai pihak-pihak terkait yang tentunya akan bisa menjawab 

permasalahan yang akan diteliti. 

Sebelum melakukan wawancara peneliti menyiapkan instrumen 

 
31 Djam’an Satori Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif,  Bandung: Alfabeta, 

2014, hal. 104. 

32 Cholid Narbuko - Abu Achmad, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015, 

hal. 83. 
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wawancara yang disebut pedoman wawancara (interview guide). Pedoman ini 

berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang meminta untuk dijawab atau 

direspon oleh responden. Isi pernyataan biasanya mencakup fakta, data, 

pengetahuan, konsep, pendapat, persepsi, atau evaluasi responden berkenaan 

dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian.  

Adapun yang akan diwawancarai oleh peneliti dalam penelitian ini, pelaku 

perkawinan Turun Bangse, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. 

E. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-

sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam 

memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum 

normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesisematika terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi 

terhadap bahan-bahan hukum ttersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis 

dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum 

normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriftif kualitatif 

yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang 

diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan 

pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data 

informasi.33  

 
33 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 

2015, hal. 125 
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